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"Tidak seorang pun boleh diperbudak atau diperhamba. Perbudakan at au 
perhamhaan, pedagangan budak, perdagangan wan ita, dan segala perhuatan herupa 

apapun yang tujuannya serupa, dilaranJ(' 2
"" 

"Setiap anak berhak untuk mempero/eh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan 
pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk 

penya/ahgunaan narkotika, psikotrapika, dan zat adiktiflainnya "W 

Abstract 
TraffickinK in women and children is a criminal phenomenon that 
violates hasic human rights, and totally destroying victims· fives . The 
traffickin?, of women lor sexual exploitation is an international, 
organized, criminal phenomenon that has grave consequences .fiJr the 
safety. welfare and human rights of its victims. This prevalent form (~l 
tr~{fickinK a_{fects every region in the world. either as a source, transit or 
destination country. Women and children from developing countries, and 
(rom vulnerable parts ql society in developed countries, are lured by 
promises (~l decent employment into leaving their homes and traveling 
away Victims are ojten provided with false travel documents and an 
orxanized network is used to transport them to the destination country, 
where they find themselves forced into sexual slavery and held in 
inhumane conditions and constantfear. Countries are aflected in various 
ways, some see their young ·women heing lured to leave their home 
counlf)' and ending up in the sex industry ahroad. Other countries act 
main(v us transit countries, while several others receive foreign women 
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who become victims of :·;exual exploitation. This paper explores the 
background issue o.f women and children trafficking in connection to 
globalization and women labor migration Issue related to Indonesian 
women will also be discussed. 

Keywords: tenaga kerja wanita, glohalisasi, migrasi tenaga kerja, 
kejahatan lintas negara 

Pendahuluan 

Perdagangan manusia sudah menjadi masalah kemanusiaan bcrskala 
global. Dengan banyaknya ncgara yang terkait, baik sebagai negara asal, 
tujuan maupun transit, menycbabkan isu ini bersifat kompleks. Kompleksitas 
masaJah semakin meningkat dengan semakin rapi dan terorganisirnya 
jaringan kejahalan lintas ncgara ini . Tulisan ini merupakan penjelasan latar
belakang masalah perdagangan manusia, kaitan antara globalisasi, migrasi, 
migrasi tenaga kerja, dan perdagangan manusia, tcrmasuk kasus unik yang 
dihadapi Indonesia khususnya mengenai perdagangan perempuan dan anak
anak. Terbukti bahwa individu mengalami risiko-risiko yang lebih besar di 
wilayah-wilayah ncgara asal yang juga menjadi asal buruh migran. Salah satu 
alasan adalah kemudahan dan biaya rekrutmen yang rendah bagi eaton tcnaga 
kerja migran pcrcmpuan schingga pelaku perdagangan orang mendapatkan 
kcuntungc:m material yang bcsar di wi layah-wilayah terscbut. Selain itu, 
dcngan adanyu ''budaya bcrmigrasi" di suatu wilayah, mcnyebabkan lcbih 
banyak individu yang memutuskan sendiri untuk beremigrasi . Hasil 
penelitian mcnunjukkan bahwa individu yang bcrmigrasi ilcgal berisiko lcbih 
tinggj mcnjadi korban pcrdagangan orang. Maka hagian penutup Lulisan 

bcrupa rckon1cndasi yang antara lain bcrisi himbauan agar diberikan program 
pcmberian inl(>rmasi awal yang lengkap mcngcnai apa dan bagaimana kondisi 
yang akan dihadapi sescorang di negara tujuan bcrmigrasi. Salah satu cara 
dapal melalui kampanye pcningkatan kesadaran mengcnai risiko-risiko yang 
mungkin dihadapi. Pembcrian informasi yang menyeluruh diharapkan dapat 
meminimalisir aksi kejahatan perdagangan orang. 

Pcrdagangan J>ercmpuan dan Buruh Migran 

Pcrdagangan manusia didefinisikan scbagai pemakaian kekerasan. 
eenipuan. atau pemak\·am1 tmtuk menKeksploitasi seseoranK untuk memper-
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oleh keuntungan.268 Menurut Dcpartemen Luar Negeri Amerika Serikat (AS) 
lebih dari 800 ribu orang diperdagangkan ke seluruh dunia setiap tahunnya. 
Mereka dijadikan korban prostitusi, kerja paksa, dan bentuk-bentuk lain 
cksploitasi tcrhadap man usia. J umlah ini bel urn termasuk perdagangan 
manusia yang terjadi di dalam satu ncgara. Diperkirakan sejumlah 17 ribu 
orang disclundupkan setiap tahun ke AS. 269 

Perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak-anak dimung
kinkan karena lemahnya pengawasan pcrbatasan negara dan majunya 
teknologi komunikasi. Kondisi ini menyebabkan ruang lingkup pcrdagangan 
manusia menjadi urusan antar negara dan bersifat sangat rcntan. Tidak seperti 
percdaran obat-obatan terlarang atau penyelundupan senjata, orang dapat 
"dipcrdagangkan" bcrkafi-kali. Terbukanya pasar bebas di beberapa negara 
Asia, disintegrasi Uni-Sovyet dan pecahnya bekas negara Yugoslavia semakin 
meningkatkan globalisasi masalah perdagangan manusia. 

Perdagangan manusia merupakan salah satu bentuk perbudakan di era 
modem. Bcntuk-bentuk perbudakan sudah terjadi sejak perekrutan, pemin
dahan, pengawasan, atau cara-cara seseorang menjadi buruh atau bekerja di 
sektor jasa, dengan cara kekerasan, penipuan, tckanan, untuk tujuan agar 
seseorang tunduk secara paksa, mengalami eksploitasi seksual, lilitan utang, 
pcrbudakan, atau bentuk-bcntuk eksploitasi lainnya. Korban biasanya dipaksa 
untuk menjadi pekerja seksual, buruh kasar (di pabrik atau tempat-tempat 
yang berbahaya dan rawan), pembantu rumah tangga, lentara) atau diper
dagangkan organ-organ tu buhnya. 270 Perdagangan man usia merupakan masa
lah pembangunan di negara-negara bcrkembang yang merupakan produk 
akibat tingginya angka kcmiskinan, rendahnya pendidikan, kurangnya la
pangan kcr:ja, penganguran tersclubung, feminisasi migrasi, kcbcradaan 
sindikat kriminal tcrorganisir, korupnya aparatur pemcrintah, dan rendahnya 
kesadaran mcngcnai perdagangan manusia pada scmua tingkatan dalam 
masyarakat. 271 

Istilah imigran ilcgal, penyelundupan dan perdagangan manusia bcrbeda 
satu dengan lainnya, karcna memiliki konsekwensi hukum dan politik 
berbeda. Penyclundupan dan pcrdagangan manusia tclah menjadi semacam 
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"industri glo hal" karena menyel undupkan dan memperdagangkan berj uta-j uta 
orang setiap tahun, selain melibatkanjumlah uang yang tidak sedikit. Banyak 
rute perdagangan orang dan titik-titik rawan yang dipakai oleh pelaku 
pcnyelundupan telah dilembagakan, seperti penyelundupan dari wilayah
wilayah kepulauan Riau ke Malaysia atau Singapura, atau dari Provinsi
provinsi di Kalimantan ke Sabah atau Sarawak di Malaysia Timur. Lokasi 
lainnya yang rawan seperti di perbatasan Meksiko dan Amerika Tengah 
lainnya ke Amerika Serikat, dari Asia Barat melalui Yi.mani dan Turki ke 
Eropa Barat dan di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara. 272 Untuk ~asus di 
Indonesia, keberadaan jalur-jalur altematif migrasi (atau "jalur-jalur tikus") 
mcnjadi salah satu faktor pendorong terjadinya perdagangan perempuan dan 
anak-anak. Rute-rute ini juga menjadi tempat persembunyian para pelaku dari 
kejaran aparat hukum dan keamanan. Jalur-jalur tikus ini tersebar di provinsi
provinsi di seJuruh Indonesia, khususnya di wilayah-wilayah perbatasan 
dengan ncgara-negara tetangga. Wilayah-wilayah yang berbatasan langsung 
dengan Malaysia seperti Provinsi Riau dan Kepulauan Riau menjadi jalur 
yang paling disenangi oleh para aktor pelaku perdagangan perempuan dan 
anak-anak dan "pendatang haram" menuju Malaysia. Pendaratan hararn 
"illegal trafficking" di Malaysia yang tidak terawasi secara ketat dan bahkan 
ada kecenderungan pembiaran dengan motif pemanfaalan nilai ekonomi oleh 
oknum penegak hukum (Polri, TNI, PDRM dan Kantor Imigr_asi). lnstansi
instansi lainnya memberikan kontribusi yang signifikan atas te~jadinya 

potential loss bagi negara akihat penyelundupan dan perdagangan perempuan 
dan anak-anak. 

Kemiskinan dan kurangnya kesejahteraan umumnya menjadi penyebab 
mcningkatnya migrac:;i, baik legal maupun ilcgal. lmigrasi ilcgal meningkat justru 
karena adanya pcngawasan perbata-,an negara yang ketat ditambah dengan 
bertambahnya wilayah bcbas hcrmobilitas (misalnya Wilayah Schengcn) dan 
semakin lcbarnya persebaran pcnduduk (demograti) dunia. Lebih banyak 
pcrbatasan ncgara yang tertutup dan semakin menarik kondisi negara yang akan 
dituju, menycbabkan lebih bcsar jumlah perdagangan manusia ilegal, selain 
meningkatnya pcran yang dimainkan oleh organjsasi-organisa<;i kriminal lintas 
ncgara (transnulional or[.;anized crime) Kctcrlibatan kclompok kriminal dalam 
migmsi herarti bahwa pcnydundupan mcngarah_ pada korban pcrdagangan 
manusia yang schanding dcngan meningkatnya pelanggaran terhadap hak asasi 
man usia (tem1asuk prostitLisi dan perbudakan). 

27:' I n_(s;rn,!.lliona I Labor M igralion & II uman Trafl!_~ki_!!g, 2007, lihat di : llJ.ill./llrallick U!.w_r_gjccl. 
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Special Rapporteur PBB dalam bidang perdagangan manusia melapor
kan bahwa kebanyakan pelacuran yang terjadi terkait dengan perdagangan 
manusia. Scbagian terbesar prostitusi yang terjadi di seluruh dunia merupakan 
elemen perdagangan orang, scperti yang didefinisikan dalam Protokol 
mengenai perdagangan perempuaJ.?-.273 Untuk alasan inilah maka unsur-unsur 
seperti pemakaian ancaman, pemaksaan, a tau kekerasan mcrupakan peri u 
untuk menganalisis perdagangan orang." 

Perdagangan Perempuan dan Anak-anak 

Perempuan lebih sering diperdagangkan karena kaum ini merupakan 
pihak yang lemah dan mudah menjadi korban penipuan, pembohongan, dan 
pemaksaan oleh agen yang mencari sasaran di negara asal untuk dipekerjakan 
ke luar negeri. Korban dipaksa bekerja tanpa dibayar atau kalaupun dibayar 
dengan upah yang sangat rendah, atau dengan ketentuan-ketentuan yang 
sifatnya eksploitatif. Praktek ini disebut perdagangan atau bisnis perempuan, 
yang merupakan salah satu bentuk perbudakan pada abad modern. Meskipun 
perbudakan merupakan praktek ilegal di sebagian besar negara, akan tetapi 
fenomena ini masih terus berlangsung. Korban dari perdagangan perempuan 
ini dipekerjakan dalam situasi yang bervariasi, seperti menjadi Pekerja Seks 
Komersil (PSK), kewajiban membayar utang dengan tcnaga, atau pcrbudakan 
paksa. Perdagangan bayi dan anak-anak untuk diadopsi atau untuk tujuan lain 
juga termasuk dalam kategori perdagangan manusia. 

Masyarakat internasional telah menaruh perhatian besar terhadap 
masalah ini, yang dibuktikan dengan munculnya berbagai aturan berbentuk 
protokol. Protocol Palermo mcrupakan sebuah ketentuan internasional untuk 
mencegah, menekan, dan mcnghukum pelaku perdagangan manusia, khu
susnya perempuan dan anak-anak. 274 Prorokol ini merupakan prakarsa dari 
United Nations Convention against Transorganized Crime. 

Pcrdagangan perempuan dan anak-anak Lelah mcnjadi industri kejahatan 
yang berkcmbang pesat di dunia. Pendapatan pertahun yang diperolch 
berkisar antara USD 5-9 juta dolar. Dewan Eropa mcngatakan, bahwa 
pcrdagangan atas manusia tclah mcncapai tingkatan cpidcmik dalnm satu 
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negara lainnya, atau di negara yang sama untuk menjadi pekerja seks komersil 
melalui kekerasan, penipuan, dan ikatan utang-piutang. Masalah berbeda 
ketika istilah "pcmaks&an" dirubah menjadi "keinginan untuk terlibat dalam 
prostitusi". Di Inggeris, Undang-undang pelanggaran terhadap kegiatan 
scksual tahun 2003 memasukkan perdagangan untuk cksploitasi seksual 
tetapi tidak memasukkan hal-hal yang terkait dengan pcmaksaan, penipuan 
atau kekerasan. Oleh sebab itu, setiap orang yang memasuki wilayah Inggeris 
untuk melakukan pekerjaan seksual secara sengaja juga digolongkan sebagai 
''diperdagangkan". Di Amerika Serikat, seseorang yang berusia dibawah 18 
tahun digolongkan sebagai "korban pcrdagangan", meskipun tidak 
melibtakan perpindahan orang. Hal itu scsuai dengan definisi bentuk-bentuk 
perdagangan orang dengan kekerasan (Severe Forms of Tr~fficking in 
Persons) scbagai bagian dari Undang-undang perlindungan korban perda
gangan orang (!JS. Trafficking Victims Protection Act) yang diberlakukan 
tahun 2000. 278 

Organisasi non-pemerintah "Save the Children" melaporkan bahwa 
masalah perdagangan perempuan mengandung kontroversi dan keracuan 
ketika masalah prostitusi sendiri sudah dianggap sebagai suatu pelanggaran 
tcrhadap hak-hak mendasar perempuan dan anak-anak yang sama artinya 
dengan eksploitasi seksuaL Perdagangan orang dan prostitusi saling 
melengkapi satu sama lain dalam konteks scjarah perdagangan manusia dan 
prostitusi. Sccara legal dan dalam pemahaman umum, ada upaya luar biasa 
dan intervensi kelompok anti perdagangan orang yang difokuskan pada 
perdagangan percmpuan yang mengarah pada prostitusi. Garis batas antara 
prostitusi paksaan dengan yang dilakukan secara sukarcla sifatnya sangat 
tipis. Prostitusi itu sendiri dianggap banyak orang scbagai praktek yang abusif 
dan salah satu bentuk kekcrasan terhadap perempuan. Di negara-ncgara 
scperti Swedia, Norwegia, dan Eslandia, mcrupakan pclanggaran hukum jika 
memperoleh pclayanan seksual dengan membayar c~pelanggan" lah yang 
melakukan aksi kriminal, bukan si pekerja seks komcrsil). Negara-ncgara ini 
menganggap bahwa semua bcntuk prostitusi merupakan tindakan cksploitatif 
atau secara defacto mcrupakan bentuk perbudakan. 

Perdagangan perempuan untuk tujuan seksual tcrmasuk memaksa 
scorang pekcrja migran mc]akukan tindakan-tindakan scksual dan mcngatur 
proses migrasi yang meJibatk<m aksi-aksi seksual. l)erdagangan pcrcmpuan 

2711 !tttp://www.l!n. wikip~9 ia.org/\.yi1i/human traffickinglfcite nol~:-autogeneratedl-4.1 .diakses 
Langgal 23 Juli 20 I 0. 
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untuk tujuan scksual melibatkan kckerasan fisik, penipuan, dan pengikatan 
melalui utang piutang yang memberatkan korban. Perempuan dan anak-anak 
yang diperjual belikan, awaJnya dijanjikan bekerja di sektor domestik 
(sebagai pembantu rumah tangga) atau industri jasa (sebagai pelayan 
restoran), tetapi berakhir sebagai pekerja seks komersil di rumah bordil. 
Pelaku juga mengatur perkawinan (bride mail order), melalui ancaman, 
mengintirnidasi dan menculik sebagai cara untuk mendapatkan korban. 279 

Sementara itu paspor dan surat-surat identifikasi ditahan. Dalam banyak kasus 
mcrcka mengalami penyiksaan fisik atau dikunci dari Juar dan d~janjikan 
kcbebasan setelah mereka dapat menutupi semua biaya (melalui jasa 
prostitusi) yang dikeluarkan untuk "membeli'' atau "mendatangkan" mereka, 
termasuk biaya pembuatan visa dan tikct perjalanan. 

Motif utama perempuan (dalam beberapa kasus anak-anak dibawah 
umur) untuk menyetujui tawaran pclaku perdagangan orang adalah men
dapatkan kesempatan ekonomi yang lcbih baik bagi dirinya dan keluarganya. 
Meskipun dalam beberapa kasus perempuan-perempuan itu tahu kalau 
mereka akan dipekerjakan sebagai PKS, tetapi mereka mempunyai informasi 
yang tidak jelas mengenai suasana dan kondisi terkait pekerjaan itu di negara 
tujuan. 

Korban perdagangan orang juga mengalami masalah-masalah kcjiwaan. 
Mereka mcrasa terasing sccara sosial haik di ncgara pcngirim maupun 
penerima. Masalah lain terkait munculnya "stigmatisasi'' masyarakat mcnge
nai keberadaan mereka, sehingga tidak dilibatkan dalam aktivitas sosial. 
Minimnya toleransi masyarakat menycbabkan upaya pengintegrasian kcmhali 
ke dalam masyarakat lokal menjadi sulit. Sebagai korban pcrdagangan orang 
mereka juga dipaksa untuk mclakukan perdagangan obat-obatan tcrlarang. 
Banyak diantara mcrcka dijatuhi hukuman scbagai pclaku tindak kriminal . 

Sanksi Intcrnasional dan lJpaya Mcminimalisir Korhan 

Pcmcrintah, organisasi internasional dan kelompok-kelompok non
pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mcngakhiri pcrdagangan 
perempuan dengan tingkal kcbcrhasilan yang bcrbcda-bcda. Bcbcrapa korban 
yang telah berhasil keluar dari masalah juga bcrscdia bcrbicara dan bcrbagi 
pengalaman. Mereka dapat membantu bekas korban lainnya untuk mcngatasi 
masalah-masalah sosial-psikologis yang dihadapi dan mcncrima pcngalaman 
tersehut sehagai bagian dari kchidupan mcreka. 

179 Victims nf"l 1allick1ng. and Vi<.>kncc Protection AcL2000. lihal : hHp:/{~W\":~~l_!\l~ govf<!<h.:Uim.'n•~ 
orQmu;atiH)l/1 04()2 pdJ: dinkscs tangg.al 30 Oktobcr 20 I 0. 
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Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (The United Nations q[fice on Druf?s 
and Crime (UNO DC) mcrupakan lembaga yang bertanggungjawab menerap
kan protokol untuk mencegah, mengurangi, dan mcnghukum pelaku perda
gangan orang, khususnya perempuan dan anak-anak. UNODC menawarkan 
bantuan-bantuan praktis kepada negara dalam merancang undang-undang, 
membuat strategi yang komprehensif mengenai anti perdagangan orang 
secara nasional, dan memberikan bantuan sumber daya untuk mengimple
mentasikan strategi-strategi itu. 280 

Setengah dari negara-negara di dunia telah mempunyai undang-undang 
nasional yang berisi larangan atas semua bentuk perdagangan manusia. Akan 
tetapi, krisis keuangan global telah meningkatkan jumlah korban perdagangan 
orang diseluruh dunia. Permintaan global yang menciut terhadap buruh dan 
meningkatnya jumlah pencari kerja yang bersedia untuk mengambil segala 
jenis pekerjaan yang bersisiko tinggi untuk mendapatkan uang, merupakan 
salah satu faktor pcnyebab meningkatnya kern bali perdagangan manusia. 

Pada tahun 2000 PBB telah mengadopsi Konvensi melawan Aksi 
Kriminal Lintas Negara (Transnational Organized Crime), yang juga disebut 
sebagai Konvensi Palermo, selain dua protokol Palermo lainnya yaitu 
Protokol untuk mencegah, mengurangi dan menghukum pelaku perdagangan 
percmpuan dan anak-anak (Protocol to Prevent. SupJJre.fis and Punish 
Trafficking in Persons. e.\pecially Women and Children) dan Protokol 
melawan Penyelundupan Orang melalui jalan Darat, Laut dan Udara 
(Protocol against the Smuggling of J\ llgt:anf.(j IJJ• Land, Sea and Ai1: Semua 
instrumcn diatas berisi elemen-elemen Hukum Internasional baru yang 
mengatur pcrdagangan manusia. 

Kasus Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia 

Indonesia mcrupakan ncgara asal perdagangan orang, selain negara transit dan 
negara tujuan. United Nations Children Funds (UNICEF) memperkirakan 
bahwa scbanyak 100 ribu percmpuan dan anak-anak diperdagangkan setiap tahun 
untuk dipekerjakan sebagai Pekerja Seks Komersil (PKS) di Indonesiamaupun di 
luar negeri.281 Sebanyak 30% dari PKS di Indonesia bcrusia dibawah 18 tahun, 
dan sebanyak 40 -70 ribu anak Indonesia merupakan korban dari eksploitasi 
seksual. IOM Indonesia mencatat bahwa pada bulan Maret 2005-April 2008 

]Vr Coalilion Agamst Traj]ickmg rn Women, lihat di: hllp ://www.catwinLe mational.org/factbook/ 
usa I".P...!!n· diakses tangga129 Oktober 2010. • 

ZS I Red Light for Japan's Human Trafficking, lihat di: http://japanwatching.com/japan-and-~tlc.: 
world/99-red-lights-for-japans-human-trafficking, diakses {anggal II Agustus 20 I 0 . 
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sebanyak 3.127 korban dcngan proporsi 25,6 % umur anak (laki-laki dan 
perempuan), 67,6% perempuan dan 6,7% laki-laki dewasa. Berdasarkan daerah 
asal sebagian besar berasal dari Kalimantan Barat (707), Jawa Barat (650), Jawa 
Timur (384). Jawa Tengah (340), Nusa Tenggara Barat (217), Sumatera Utara 
(211 ), Lampung ( 157), Nusa Tenggara Timur (122), Sumatera Selatan (65), 
Ban ten (64 ), Sulawesi Tengah (55) dan DKl Jakarta ( 42). Selain di dalam negeri, 
mereka juga diperdagangkan ke Iuar negeri. Sebagian besar ke Malaysia, Saudi 
Arabia, Singapura, Jepang, Syria, Kuwait, Taiwan dan lrak. 282 

Sejumlah besar perempuan Indonesia bermigrasi secara sukarela sebagai 
pembantu rumah tangga tetapi kemudian dipaksa menghadapi kondisi yang 
menyiksa. Beberapa perempuan Indonesia direkrut melalui janji-janji palsu 
untuk dipekerjakan tetapi kemudian dipaksa menjadi PKS atau buruh kasar. 
Perempuan-perempuan dari etnis Tionghoa di Kalimantan Barat direkrut 
sebagai calon pengantin perempuan melalui pemesanan surat-menyurat (mail 
order) untuk laki-laki di Taiwan, Hongkong, dan Singapura. 283 

Perempuan asal Indonesia dari Provinsi Kepulauan Riau, Bali dan 
Lombok, juga dipekerjakan sebagai PKS untuk melayani turis-turis dari 
Malaysia dan Singapura. Indonesia sebagai negara tujuan perdagangan 
perempuan dan anak-anak diperjual-hclikan dari Rcpublik Rakyat China 
(RRC), Thailand, Hongkong, Uzbekistan, Negeri Belanda, Polandia, Vene
zuela, Spanyol, dan Ukrainia. untuk discksploitasi sccara seksual. Indonesia 
juga memiliki scjumlah bcsar percmpuan dan anak-anak yang dipcrdagang
kan di wilayah domestik dari pedesaan ke pcrkotaan untuk cksploitasi scksual 
dan pembantu rumah tangga. Sebuah lcmbaga non-pemerintah, Abdi Ahsi, 
mclaporkan bahwa 3 ribu orang per-tahun dipetjual-bclikan dari pcdesaan di 
J awa Timur ke Surabaya. 

Berbagai faktor mcnjadi penyebab rentannya anak dan pcrcmpuan di 
Indonesia menjadi korban perdagangan manusia. UNICEF melaporkan bahwa 
tidak adanya admnistrasi pencatatan kclahiran merupakan salah satu sebab. Saat 
ini, sekitar 60(% anak-ana.k yang bcrusia dibawah 5 tahun tidak memiliki akte
kelahiran, dan sekitar sctengahnya tidak terdaftar dimana-mana. 

Mcningkatnya arne:; migrasi buruh percmpuan ke Juar ncgeri meningkatkan pula 
jumlah orang yang diperdagangkan. Hal ini terkait dengan masalah-masalah yang 
menycbabkan scorang buruh migran berubah status mcnjadi penduduk ilegal. 

'
111 

( 'mted Nat1om ( h11dn::n Funds (UNICEF). lilul 01 http·//\''''''\.u n i~.:cl·.c,n•.\thour/ernpl u}'l 
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Indonesia sebelumnya ditempatkan pada Tier 2 dalam laporan yang memuat da:ftar 
Perdagangan man usia yang dikeluarkan oleh Departemen Luar Negeri Amerika 
Serikat. Indonesia masuk dalam kelompok tersebut karena tidak sepenuhnya 
menjalankan standar minimum bagi penghapusan perdagangan manusia seperti 
yang termuat dalam undang-undang Perlindungan terhadap perdagangan manusia, 
tetapi dianggap telah melakukan upaya-upaya signifikan. Laporan itu juga 
menyebutkan bahwa anggota militer, polisi, tentara dan beberapa pejabat 
pemerintahan yang tcrlibat dalam perdagangan manusia. 

Indonesia tclah membcrlakukan undang-undang anti perdagangan manusia 
pada Bulan April 2007. Undang-undang terse but mempidanakan pelaku yang 
menjerat melalui utang-piutang, eksploitasi terhadap buruh, eksploitasi seksual, dan 
perdagangan man usia dalam skala internal maupun transnasional. Hukwnan yang 
didiberlakukan antara 3-15 tahun penjara. Undang-undang itu juga membaha') 
percobaan untuk menghukum badan usaha dan pejabat pcmerintah yang terlibat 
dalam perdagangan manusia. Hukuman bagi pelanggar Undang-undang 
perlindungan anak dari perdagangan lamanya berkisar antara 3-15 tahun penjara. 

Kondisi perekonomian Indonesia yang semakin memburuk sejak krisis 
moneter Asia tahun 1998-1999, kemudian disusul krisis perekonomian global 
2008 menyebabkan ketergantungan yang tinggi terhadap ekspor man usia atau 
buruh migran. 284 Pendapatan dari buruh migran bcrupa devisa, tclah me
nyumbang pada perekonomian Indonesia baik dalam skala makro dan mikro. 
Sclain mcngurangi jumlah pengangguran di Indonesia secara signifikan, uang 
tunai yang dimiliki keluarga-keluarga para buruh migran ini kemudian 
dibclanjakan untuk keperluan pendidikan, kcsehatan, dan perumahan. 
Mcskipun demikian, kesejahtcraan tidak tcrdistribusi ::;ccara mcrata untuk 
semua penduduk. Contohnya dalam bidang pendidikan, belum scmua 
masyarakat mcngambil manfaat dari pemasukan valuta asing. Masalahnya 
karcna Pcrguruan Tinggi banyak yang disclcnggarakn oleh swasta, (hanya 
sckitar 20°/o Pcrguruan Tinggi di Indonesia dikelola olch ncgara), sc.hingga 
hanya orang-orang yang mampu secara ekonomi s~ja yang dapat mcngcnyam 
pcndidikan tinggi. Karena gelar sarjana mcrupakan f~tktor penting untuk 
mcndapatkan pekerj aan di luar negeri, umumnya hanya mcrcka yang kaya 
atau yang memiliki mata uang asing saja yang dapat mcnikmati hasil kcringat 
para pekerja migran. Hal ini berarti kcluarga-keluarga di Indonesia yang 

7!14 J mlonesw: Fact book on Glohal Sexual Exploirar ion . I i hal: !l_tjp)/~:~utri.edu/art::.<.:thvl!_l~hughcs/ 
iiH inne~ htrrrLJiabe<; tang~al 29 < )ktoher 20 I 0 
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mcmiliki tabungan dcvisa tidak tctmasuk keluarga miskin, sehingga meningkatkan 
jurang perbedaan antara yang kaya dengan yang miskin. Dalam hal ini, tidak 
tcrbukti bahwa migrasi tidak berhasil mengcntaskan kemiskinan secara menyeluruh. 

Perdagangan orang merupakan sebuah industri yang mendapatkan keutungan 
melalui adanya budaya bermigrasi. Beredamyacerita-ceritadari peketjayang telah 
kembali dan menjadi orang yang berhasil secara ekonomi menyebabkan 
meningkatkan keinginan orang untuk mengikuti jejak mereka. Perdagangan 
man usia kcmudian meminta korban masyarakat miskin dan tidak berpendidikan . 
Hal ini terkait erat dcngan pengangguran dan pengangguran tersclubung. 
Perdagangan orang merupakan produk ikutan dari perekonomian yang tidak sehat 
yaitu ketika sejumlah orang yang rentan secara ekonomi, putus asa., menjadi mudah 
dieksploitasi. Korban perdagangan orang dan buruh migran adalah mercka yang 
menganggur dan berpendapatan rendah. Pada akhimya, mereka mengejar mimpi 
yang sama, kecuali bahwa peketja migran, meskipun masih berisiko untuk 
mcngalami pelanggaran, lebih berkesempatan untuk meraih mimpi mereka, 
semen tara korban perdagangan orang tidak. mungkin merealisasikannya. 285 

Buruh Migran dan Budaya Bennigrasi 

Permintaan terhadap buiuh migran internasional meningkatkan kesadaran 
masyarakat Indonesia untuk mendapatkan dana langgsung untuk keluarga. Selama 
beberapa dekade para buruh migran telah kern bali ke Indonesia dengan membawa 
produk-produk mahal buatan luar negeri dan uang tunai sebagai modal usaha. Para 
pekcrja migran yang tclah kembali membawa cerita-cerita mengenai kehidupan di 
ncgara-negara tern pat mereka bekerja dan membuat iri para tetangga dan kcluarga. 
Kcberhasilan ckonomi yang kcmudian mcnigkatkan status sosial mereka di mata 
masyarakat membuat beke~ja sebagai buruh migran kemudian seolah-olah 
dipromosikan secara langsung. Para mantan buruh migranlah yang sebenarnya 
mcrupakan agcn-agen promo.si yang sangat ~fektif untuk kcluarga sehingga para 
caJon percaya bahwa mcnjadi buruh migran merupakan kunci untuk mencapai 
keberhasilan ckonomi. Dari sudut pandang perekonomian Indonesia yang lcngah 
terpuruk akibat krisis monetcr atau krisis keuangan global, cerita-cerita tcrsebut 
sangat mcnarik dan nyata. 

28 ~ I Iuman Traflicking and Modern Day Slavery. htlp://gvnct.com/humaQlrillTicking/lndon~::_;_gl,hlm. 
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Buday a migrasi ini mempennudah para palaku perdagangan manusia untuk 
menjual mimpi-mimpi kcpada pcrcmpuan dan anak-anak yangjuga ingin herhasil . 
Kescmpatan memperolch pendidik.an tinggi hanya dimungkin.kan bagi mereka yang 
memiliki dana yang cukup bcsar~ sehingga banyak yang tidak mempunyai pili han 
selain mcnjadi buruh migran. Para agen menawarkan pekcrjaan kepada para 
perempuan-perempuan Indonesia untuk bekerja di kota-kota besar di negara
negara industri yang lebih maju. Calon pekcrja laki-lakijugadilawarkan bekcrja di 
pa brik-pabrik, perkebunan, atau peternakan dengan gaji yang tinggi. Budaya 
migras i tumbuh subur di kalangan orang-orang miskin ini, tcrutama dikalangan 
pemuda yang tidak berpendidikan, perempuan, dan anak-anak. Mereka berhasil 
diyakinkan hahwa semua risiko yang dihadapi dengan hcrmigrasi akan tcrbayar 
tuntas setelah mendapatkan devisa yang cukup, ditambah dcngan kisah-kisah 
sukses yang dialami para pcndahulu.286 

l>cvisa dan Sumbangan Ekonomi buruh Migran 

Mendapatkan devisa merupakan hal yang penting hagi Indonesia. Jumlahnya 
mencapai USD 1,2 miJyar pada tahun 1998-1999. Pada tahun 2005 , total devisa 

uang diperolch sebesar USD 2,5 milyar. Jumlah pcrolehan devisa ini pada 
kcnyataannya lcbih bcsar daripada yang lcrcatat, karena banyaknya TK W yang 
mengirim dana tidak mclalui bank tetapi melaJui sarana-sarana lain, misalnya 
menitipkan kcpada ternan, kcluarga, atau membawa sendiri. Jumlah devisa ini 
san gat signi fikan bagi pcmbangunan ckonomi di Indonesia, apalagi karen a 
jumlahnya lchih besardaripada basil devisa yar1g diperolch dari ckspor non-migas 
dan gas. scrla produk-produk pertanian. 287 Dcvisa mcnjadi alat utama bagi 
pembangunnn ekonomi lokal yang dipakai sebagai modal untuk mcnggcrakkan 
sektor industri dan menciptakan lapangan kcrja di dalam ncgeri . Tcrgantung pada 
cara pcngclolannnya, devisa lidak diragukan lagi mcrupakan cara unluk mclawan 
atau mcmpromosikan penghapusan industri pcrdagangan man usia. Devisa yang 

masuk kc lndoncsiajika dimanfaatkan tmtuk membangun bisnis dan menstimulasi 
perekonomian, maka dari waktu kc waktu pcrdagangan man usia dapat dikurangi 
atau dihapuskan melalui peningkatan standar kehidupan dan pengurangan 

pcngangguran. Pcningkalan ini harus mcncakup semua scktor dalam masyarakat 
yang terk ait kclompok miskin. Pcndidikan tinggi harus lcrjangkau hagi scmua 
masya.rakat . 

'H(, hun // trafCit•kingpro e~· t hlt!l!.l!['l>l ~nmf21lll7 OM/ t n rcro, • li\,nal-lahnr- nllgr~li lm-h! l.lll ht nl 
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Pemerintah Indonesia saat ini tidak mempunyai pengawasan mengcnai 
pengelolaan devisa. Dengan tingginya tingkat korupsi para pejabat 
pemcr~ntah di scmua lini pergerakan pekc~ja migran, ketiadaan lembaga 
penggerak devisa ini mcrupakan keuntungan. Akan tetapi, tetap diperlukan 
organisasi atau koalisi yang dapat membantu para buruh migran untuk 
mengelola dana sehingga dapat membantu tidak saja keluarga dan ternan
ternan, tetapi masyarakat dan negara. Di Indonesia belum ada inisiatif dari 
pemerintah, mikro kredit, atau NGO yang bcrgerak dibidang mikro kredit dan 
kewiraswastaan sosial, seperti Unlad Kabayan di Filipina. Unlad Kahayan 
merupakan organisasi yang integral dalam mengelola dan mendistribusikan 
dcvisa untuk kepentingan perekonomian lokaL283 Meskipun distribusi devisa 
untuk pembangunan perekonomian masyarakat idealnya merupakan 
tanggung jawab pemerintah karena memiliki dana yang lebih banyak 
sekaligus jangkauan nasional dan jaringan, tetapi keberadaan oknun1-oknum 
pcmerintah yang korup menjadi faktor perusak jika diposisikan sebagai 
pengelola dana devisa yang seharusnya dipergunak.an untuk menghidupkan 
perekonomian masyarakat. 

Apakah pemerintah Indonesia telah melakukan kesalahan karena 
menekankan pada peran yang dimainkan oleh para pekcrja migran dalam 
mcngelola perekonomian? I lal ini tergantung pada bagaimana keuntungan 
dari devisa dikclola dengan baik. Perekonomian lokal yang lemah, pengang
guran yang tinggi, dan gaj i yang rendah, merupakan pcnyebab tingginya 
angka migrasi huruh. Pemcrintah tidak dapat menafikan perckonomian lokal 
scmentara tergantung pada pasar luar negcri agar dapat meningkat. Sclain 
itu, migrasi tenaga kerja tidaklah terbuka untuk scmua, dan biasanya hanya 
orang-orang kaya yang mendapatkan keuntungan dari dcvisa. Pemcrintah 
tcrus mendukung migrasi global dan tidak mcmeprhatikan pembangunan 
ckonomi lokal merupakan hal yang sama saja dengan memcliharajurang yang 
dalam antara kaya dan miskin, yang akan scmakin mcmhuruk jika pola 
migrasi intcrnasional tetap dcngan pola scperti yang bcrlaku saat ini. 
Kcuntungan dcvisa harus dapat dinikmati olch seluruh masyarakat. 

Saat ini pcmcrintah Indonesia tclah menandatangani pcrjanjian pasar be bas 
dcngan syarat mcmperlunak undang-undang migrasi. Ila] ini tcntu s~:~ja akan 
bcrmanfaat bagi merekayang mcmpunyai kcahlian scperti pcrawat, akuntan. ahli 
komputer. clll, untuk hckerja di luar negcri. Kclompok buruh msikin yang tidak 

_}I\ I\ l lnlali Kabayan. http://\\'\'{W.unladkabavan.org/indcx .phr-/whal-1::;-unlt~d-kabayan. h~m!. dmb\!s 
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mempunyai keahlian akan tetap tertinggal, dan tetap menderita dan rentan untuk 
menjadi korban perdagangan manusia. Selanjutny~ barang-barang jmpor dari luar 
negeri yang membanj iri pasar dalam negeri seteJah ditandatanganinya kesepakatan 
pasar bebas, hanya akan semakin menenggelamkan bisnis lok.al dan meningkatkan 
kesulitan bagi negara untuk menjadi n1andiri secara ekonomi. 

Mas a depan perdagangan man usia di I.ndonesia terkai t dengan migrasi buruh 
internasional karena penghasilan devisa merupakan fak.tor integral dengan 
pembangunan dan pemberdayaan ekonomi lokaJ. Para perancang kebijakan harus 
mempertimbangkan efekjangka panjang dari migrasi pekelja dalam skala global 
dan efeknya bagi perekonomian lokal termasuk pada meningkatnya kemiskinan 
dan perdagangan orang. Pemerintah harus menginstitusionalisac;i dan menerapkan 
kebijakan yang melindungi buruh migran dan menjamin maksimalisasi devisa untuk 
dipergunakan bagi pertumbuhan ekonomi lokal. Hal inin terkait dengan kewajiban 
dan tanggung-jawab pemerintah untuk menghonnati, nmelindungi, menegakkan dan 
memajukan hak asasi man usia yang diatur dalam und.ang-undang. 289 

Melihat perbedaan nilai tukar sebagai barometer kesehatan ekonomi 
harus dihentikan dan selanjutnya menciptakan cara ukur yang lebih baik yang 
berpihak pada pengentasan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja di 
dalam negeri. Maka perdagangan orang merupakan masalah yang dapat 
ditangani dan dihentikan, meskipun bukan dalam tempo sekejap. Indonesia 
pada kenyataannya tetap menjadi negara miskin dan negara asal manusia
manusia yang dipcrdagangkan. 

Kesimpulan, Saran dan Rekomendasi 

Pcrdagangan manusia, terutan1a perempuan dan anak-anak, merupakan 
musuh bersama umat manusia schingga memcrlukan upaya-upaya dan 
kcrjasama internasional untuk menanggulanginya. Berbagai kesulitan yang 
dihadapi olch pemerintah Indonesia dalam menanggulangi tindak kriminal 
lintas negara yang tcrorganisir ini karena lemalmya pencgakan hukum selain 
lcmahnya birokrasi pcmerintah, termasuk tingkat korupsi yang tinggi. Karena 
perdagangan percmpuan dan anak-anak sudah merupakan aksi kriminal yang 
terorganisir dan bcrskala global, maka berbagai upaya pencegahan yang 
sunguh-sungguh pcrlu dilakukan. Pemcrintah Indonesia perlu mcningkatkan 
hcrhagai upaya pada skala lokal , nasional , dan regional untuk melind~mgi 

:nw Pasal 71 dan 72, Undang-undang No 39/1999 len lang I lAM, lihat di: hup :/findoncsia. ahrcl~l_( net/ 
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korban perdagangan orang di Indonesia dan luar negeri. Pemberian hukuman bagi 
pelaku Perdagangan Orang dan kampanye peningkatan kesadaran mengenai 
risiko-risiko yang mungkin dihadapi juga perlu lebih digalak.kan. Sclain itu, 
pemberian informasi yang rnenyeluruh diharapkan dapat meminimalisir aksi 
kejahatan perdagangan orang. Pelayanan lerhadap korban perlu disesuaikan 
dcngan banyaknyajtunlah korban perdagangan orang. 

Upaya-upaya pcnanggulangan pcrdagangan manusia baru bersifat 
reaktif, misalnya memberikan pertolongan ketika salah seorang warga 
diketahui menjadi korban perbudakan. Pada kondisi lain, ketika scbuah. NGO 
memberikan konsultasi atau pendampingan untuk korban atau menycdiakan 
rumah singgah semcntara, atau ketika korban memerlukan pendampingan di 
pengadilan mclawan pe1aku. Sebagai salah satu upaya yang sifatnya rcsponsif, 
keberadaan rumah singgah bagi korban perdagangan orang ·cti Indonesia, 
Malaysia, Arab-Saudi, Kuwait dan Singapura telah berjalan dengan baik. 
Akan tctapi, pemerintah perlu lebih proaktif daJam berbagai upaya pencc
gahan tindak pidana perdagangan perempuan dan anak-anak. Mengingat 
pejabat pemerintah dan kepolisian seharusnya berperan sebagai pelindung 
warga negara, maka pcmerintah perlu melakukan upaya-upaya yang lebih 
bcrsungguh-sungguh untuk menahan dan memenjarakan pejabat-pejabat 
pemcrintah yang mengambil keuntungan dari atau terlibat dalam perdagangan 
manusia. Pclayanan yang reaktif ini sifatnya kritis karena seolah mendukung 
korban dcngan cara· menawarkan jasa rehabilitasi dan reintegratif. lJntuk 
mclawan perdagangan orang seharusnya meliputi pendckatan yang si (~ttnya 
mcnycluruh, termasuk upaya-upaya aktif untuk menangani. Yang lebih utama 
adalah pemerintah mclakukan bcrbagai perbaikan nyata bcrupa mcningkalkan 
pe11umbuhan ekonomi, menyediakan lapangan kerja di dalam negeri. 

Dibawah ini beberapa rekomcndasi untuk mencegah, mengatasi dan 
meminimalisir dampak pcragangan perempuan dan anak-anak di Indonesia: 

Pcrtama, pemerintah perlu meningkatkan ke~jasama dengan organisasi
organisasi non-pcmcrintah dan organisasi-organisasi intcrnasional untuk 
mcmbuat program-program peningkatkan kesadaran masyarakat mcngcnai 
masalah perdagangan orang. Salah satu bentuk kerjasama dengan NGO 
adalah mcngelola dcvisa para pekerja migran seperti "Unlad Kabayan" di 
Filipina. Dcngan dcmikian, devisa dapat dimanfaatkan untuk mcmhcr
dayakan perekonomian masyarakat, yang pada gilirannya mcngurangi 
pcrdagangan perempuan dan anak-anak. Kemcntcrian Pcmbcrdayaan Pcrcm
puan pcrlu mcngcfcktifkan kampanyc untuk meningkalkan kesadaran ma
syarukal di seluruh Indonesia, tcrutama wilayah-wilayah asal korban pcrda
gangan pcrempuan dan anak-anak. Sosialisasi dapat dilakukan mclalui iklan 
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layanan ma<;yarakat di sejumlah media mas sa cetak dan elektronik. Pemerintah juga 
agar terus mendistribusikan bahan-bahan infonnasi mengenai keberadaan 
pariwisata seksual anak ·anak, l_ffiusus di wilayah-wilayah asal dan tujuan korban. 

Kcdua, pemerintah perlu mendirikan lembaga perekrutan pekeija dan sistem 
penempatan yang melibatkan upaya-upaya perlindungan terhadap peketja. Yang 
selama ini tetjadi adalah, pemerintah memberi keuntungan bagi perusahaan
perusahaan pengerah tenaga kerja beserta para karyawannya. Pernerintah juga 
harus meningkatkan anggaran untuk memberikan perlindllilgan terhadap aksi 
perdagangan orang selain biaya untuk repatriasi, pemulihan kondisi, dan rehabilitasi 
medis terhadap korban, sehingga tidak terlalu tergantung pada bantuan donor 
intemasional. 

Ketiga, pemerintah perlu meningkatkan kerjasama intemasional. Kerja
sama antar instansi dalam penanggulangan masalah perdagangan orang ini 
masih belum maksimal. Kalaupun ada, upaya sifatnya masih temporer selain 
tidak didukung anggaran yang memadai. Masalah-masalah masih banyak 
ditemui baik dalam sektor pencegahan, penegakan hukum, rehabilitasi, 
pembinaan dan pemulangan para korban tindak pi dana perdagangan orang. 

Keempat, lebih mengefektifkan kerjasama antar instansi yang terkait dengan 
masalah perdagangan manusia. Komunikasi antar instansi perJu diefektifkan dan 
tidak bersifat insidentil. Yang saat ini terjadi, Pemherdayaan masyarakat untuk 
berpartisipasi dalam penanggulangan belwn dilakukan, sehingga masyarakat 
yang mengetahui kasus pcrdagangan orang cenderung tidak bersifat proaktif atau 
tidak mcncruskan informasi kcpada para penegak hukum. 
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